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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kerja Praktik adalah program yang dilakukan disertakan kepada 

mahasiswa dalam rangka mengaplikasikan semua ilmu yang telah diterima saat 

proses perkuliahan berlangsung. Dengan Kerja Praktik, mahasiswa bisa 

mengimplementasikan semua ilmu yang didapatkan selama kuliah untuk 

selanjutnya diterapkan di dalam dunia kerja. Program Kerja Praktik ini sendiri 

telah digunakan sebagai salah satu persyaratan agar seorang mahasiswa berhak 

untuk mendapatkan gelar yang ditempuhnya di perguruan tinggi, termasuk di 

Universitas Katolik De La Salle Manado. 

 Terdapat berbagai perguruan tinggi yang bisa dipilih mahasiswa di Kota 

Manado, baik swasta maupun negeri, yang mana Universitas Katolik De La Salle 

Manado adalah salah satunya. Universitas Katolik De La Salle Manado 

mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melakukan Kerja Praktik di dunia kerja. 

Hal ini dimaksudkan agar setiap mahasiswa dapat mengimplementasikan 

pengetahuan yang didapatkan mereka pada masa perkuliahan. Selain itu para 

mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan softskill dan hardskill mereka 

di dunia kerja, serta mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin belum mereka 

dapatkan di dunia perkuliahan, sehingga di kemudian hari para mahasiswa dapat 

beradaptasi dengan mudah saat bekerja. 
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 Penulis berhasil meraih kesempatan untuk melangsungkan Kerja Praktik 

di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya pada Biro Umum, 

subbagian Administrasi Keuangan dan Aset.  

 Sekretariat Daerah disebut sebagai salah satu bagian yang membantu 

kepala daerah. Sektetaris Daerah adalah orang yang memipin sebuah Sekretariat 

Daerah, dimana tugasnya adalah menyusun kebijakan dan koordinasi administrasi 

setiap perangkat daerah. Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab terhadap 

Kepala Daerah secara langsung. Sekretariat Daerah Provinsi suatu daerah bertugas 

untuk menolong Gubernur untuk melaksanakan pemerintahan di suatu daerah juga 

melaksanakan pelayanan administrasi terhadap semua Perangkat Daerah yang ada 

di suatu Provinsi, salah satunya adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara.   

 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terletak di Jalan 17 Agustus 

No.69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewajiban dalam 

mendukung jalannya pemerintahan serta administrasi perangkat daerah di Provinsi 

Sulawesi Utara, yang berada langsung dibawah Gubernur Sulawesi  Utara. 

 Melihat pentingnya tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

untuk membantu pemimpin di Provinsi Sulawesi Utara menjalankan pemerintahan 

dan administrasi perangkat daerah Sulawesi Utara membuat penulis tertarik untuk 

melaksanakan Kerja Praktik di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 

sehingga penulis dapat melihat secara langsung bagaimana peran Sekretariat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugasnya. 
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 Seperti yang disebutkan penulis sebelumnya, penulis berkesempatan 

untuk melaksanakan Kerja Praktik di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 

dan penulis mendapat penugasan di Biro Umum. Biro Umum merupakan sebuah 

biro/bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

memiliki tugas untuk membantu Asisten tiga Gubernur yang menangani 

Administrasi Umum dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

pemantauan serta pengevaluasian pada bidang rumah tangga, administrasi 

keuangan dan aset, tata usaha serta menjalankan perintah lainnya yang diserahkan 

oleh pimpinan.  

 Pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun di 

dalam biro-biro yang ada di dalam lingkup Sekretariat Daerah terdiri dari dua 

kategori, yakni  ASN yang merupakan kependekan dari Aparatur Sipil Negara dan   

THL yang merupakan kependekan dari Tenaga Harian Lepas, adalah tenaga 

bantuan yang memiliki tugas untuk membantu ASN melaksanakan tugas serta 

tanggung jawab yang dimiliki, yang sifatnya honorer. ASN sendiri merujuk 

kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi ASN PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta 

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Perbedaan mendasar antara 

PNS dan PPPK adalah masa kerjanya, dimana PPPK hanya bekerja selama 

kontrak yang telah disetujui. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, belum 

mempunyai PPPK yang bertugas, sehingga pegawai ASN pada Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara adalah ASN PNS. 
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 Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada memiliki haknya sebagai seorang 

pegawai instansi pemerintahan, dimana hak para Aparatur Sipil Negara ini juga 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak 

mendapatkan: 

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 

2. Cuti 

3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 

4. Perlindungan; dan 

5. Pengembangan kompetensi 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 79, dijelaskan jika Pemerintah berkewajiban 

untuk membagikan gaji/bayaran yang layak kepada para Pegawai Negeri Sipil, 

juga pemerintah harus dapat menjamin kesejahteraan bagi para PNS. Gaji 

Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah pusat dikenakan pembebanan secara 

langsung terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), demikian 

pun gaji PNS yang ada di pemerintah daerah dikenakan pembebanan secara 

langsung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 Besaran gaji pokok untuk diterima para Pegawai Negeri Sipil berbeda-

beda satu dengan yang lainnya, tergantung pada golongan ruang Pegawai Negeri 

Sipil tersebut dan juga Masa Kerja Golongannya. Golongan Ruang Pegawai 

Negeri Sipil yang ada harus disesuaikan pada jabatan, tingkat pendidikan, prestasi 

maupun masa kerja dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Gaji pokok 

PNS yang mana disesuaikan dengan golongan serta masa kerjanya tersebut diatur 
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dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. 

 Selanjutnya, komponen gaji seorang ASN PNS juga terdiri dari beberapa 

tunjangan yang akan diterimanya bersamaan dengan gaji pokok, yaitu berupa 

tunjangan keluarga (suami/istri, yang memiliki persetanse sebesar 10% yang 

didasarkan dari jumlah gaji pokok), tunjangan anak (yang memiliki persentase 

sebesar 2% yang didasarkan dari jumlah gaji pokok untuk maksimum 2 orang 

anak), tunjangan jabatan, baik secara struktural maupun fungsional, serta 

tunjangan pangan atau tunjangan beras sebanyak 10 kg yang diberikan dalam 

bentuk uang dengan nominal Rp.7.242 per kg atau Rp.72.420 per anggota 

keluarga PNS. 

 Terdapat beberapa prosedur di dalam Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara, seperti pembelian Alat Tulis Kantor, prosedur pembelian 

makanan dan minuman rapat, prosedur pembayaran jasa perbaikan mobil dinas, 

termasuk di dalamnya prosedur untuk pembayaran gaji ASN (dalam hal ini ASN 

PNS) dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Anggaran 

pembayaran gaji serta tunjangan ASN di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara merupakan anggaran terbesar di antara prosedur lainnya, yang mana 

menurut LKPJ Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 

2022, realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN mencapai angka lebih dari 53 

Miliar Rupiah. 
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 Penulis mengangkat judul “Prosedur Pembayaran Gaji Aparatur Sipil 

Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, mengingat pentingnya 

pelaksanaan prosedur ini demi kesejahteraan ASN (dalam hal ini ASN PNS) pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan juga agar penulis bisa 

mengetahui dan mempelajari bagaimana pelaksanaan prosedur pembayaran gaji 

ASN yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

  

1.2. Tujuan 

 Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini terdapat dua tujuan yang ingin 

penulis capai, yakni tujuan umum serta Tujuan Khusus. Di bawah ini merupakan 

penjabaran dari kedua tujuan tersebut. 

1.2.1.  Tujuan Umum 

 Terdapat tujuan umum dalam penulisan laporan ini, yakni : 

a. Melatih mahasiswa sehingga bisa menyesuaikan diri dan memperoleh 

pengetahuan dengan turun secara langsung ke dalam dunia kerja. 

b. Memperoleh ilmu-ilmu yang belum didapatkan sebelumnya saat menjalani 

masa-masa pendidikan di perkuliahan. 

c. Menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima oleh mahasiswa sewaktu 

proses pembelajaran di perguruan tinggi.   

d. Mendisiplinkan diri mahasiswa dalam bekerja serta mampu bertanggung 

jawab saat mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas yang diberikan 

selama menjalankan Kerja Praktik. 
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1.2.2.  Tujuan Khusus 

 Yang menjadi tujuan khusus ialah : 

a. Memahami proses kerja keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi 

Sulawesi Utara. 

b. Mempelajari Prosedur Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

1.3 Metode Kerja Praktik 

 Metode Kerja Praktik ialah serangkaian cara untuk melakukan 

pengambilan data, yang mana data-data tersebut berguna bagi penyusunan laporan 

ini . Uraian metode Kerja Praktiknya adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (Observation) 

Menurut Sugiyono (2022:203), observasi ialah sebuah metode 

pengumpulan data, yang mana metode ini menggunakan pengamata 

terhadap responden atau objek-objek penelitian yang diamati. Observasi 

yang dilaksanakan oleh penulis adalah mengamati para karyawan dalam 

mereka melakukan pekerjaan mereka di tempat Kerja Praktik penulis yang 

bertempat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

2. Wawancara (Interview) 

Menurut Sugiyono (2022:195) wawancara ialah metode dalam mencari 

data, yang mana seorang peneliti perlu mencari tahu informasi lebih lanjut 

dari para responden. Penulis melakukan tanya jawab dengan Ibu Diaty 

Mamonto S.E., selaku pembuat daftar gaji  Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bisa mendapatkan informasi, untuk 

digunakan dalam pembuatan prosedur dalam Laporan Kerja Praktik ini. 
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3. Keterlibatan dalam pekerjaan (Job Involvement) 

Menurut Riadi (2018) Keterlibatan kerja ialah bentuk peran seorang 

pegawai yang mempunyai rasa peduli dalam menjalankan pekerjannya, 

sehingga mempunyai niat yang besar untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Penulis terlibat langsung melaksanakan pekerjaan yang ada pada tempat 

Kerja Praktik penulis, sehingga membuat penulis meraih pengalaman baru 

serta mengembangkan diri dalam dunia kerja. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Menurut Sugiyono (2022:240), teknik Dokumentasi adalah pengumpulan 

data melalui karya  seseorang/sesuatu yang sementara diteliti. Penulis 

melakukan teknik dokumentasi untuk mengambil data yang diperlukan 

dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, dalam hal ini dokumen 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Disini tertuliskan latar belakang, tujuan-tujuan, metode serta sistematika 

dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini. 

BAB II DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTIK 

  Disini akan dituliskan mengenai sejarah dari dari tempat 

dilangsungkannya Kerja Praktik penulis, yakni Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, beserta penjelasan mengenai visi serta misi, logo yang dimiliki 

oleh tempat Kerja Praktik penulis beserta penjelasannya, struktur organisasi 

tempat Kerja Praktik penulis, deskrip pekerjaan yang ada serta ruang lingkupnya. 
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BAB III PEMBAHASAN 

 Disini dituliskan mengenai tugas-tugas yang penulis laksanakan selama 

melangsungkan Kerja Praktik, serta menjelaskan dengan secara rinci tentang 

prosedur yang digunakan penulis pada Laporan Kerja Praktik yang dibuat ini, 

beserta implementasi 4 (empat) mata kuliah 

BAB IV PENUTUP 

  Disini dituliskan mengenai hasil pembahasan prosedur pada Laporan 

Kerja Praktik berupa kesimpulan, beserta hal-hal yang menjadi saran penulis 

terhadap Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dimana hal-hal 

yang menjadi saran penulis bisa diterima sebagai bahan masukan dalam 

menjalankan aktivitas pekerjaan dimasa mendatang. 
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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTIK 

  

2.1 Sejarah Perusahaan 

 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu lembaga 

pemerintahan, dimana  pemimpinnya adalah seorang Sekretaris Daerah, yang 

bertugas serta bertanggung jawab untuk membantu Gubernur serta Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pemerintahan.  

 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah 

memiliki tiga orang asisten, yakni Asisten 1 yang menangani bidang 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten 2 yang menangani bidang 

Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten 3 yang menangani bidang 

Administrasi Umum. Setiap asisten mempunyai tiga biro yang berada dibawahnya 

untuk membantu para asisten dalam melaksanakan tugas mereka, salah satu biro 

yang ada adalah Biro Umum yang berkedudukan di bawah Asisten tiga bidang 

Administrasi Umum.  

(Sumber: Data Olahan) 

 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berperan untuk 

membantu Asisten 3 Gubernur menangani bidang Administrasi Umum untuk 

persiapan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian 

di bidang urusan rumah, administrasi keuangan dan aset, tata usaha serta 

menyelesaikan tugas lain yang diamanatkan pimpinan. 

 Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat 
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Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara memiliki 3 Bagian dan 9 Sub bagian, yakni : 

1. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari : 

a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli 

b. Subbagian Persuratan dan Arsip 

c. Subbagian Pengelolaan Kendaraan 

2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, yang terdiri dari : 

a. Subbagian Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset 

b. Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset 

c. Subbagian Keuangan dan Verifikasi Setda 

3. Bagian Rumah Tangga 

a. Subbagian Rumah Tangga Gubernur 

b. Subbagian Rumah Tangga Wakil Gubernur 

c. Subbagian Urusan Dalam  

 Dalam perkembangannya, terjadi penyederhanaan struktur birokrasi di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara seperti tertuang dalam Peraturan 

Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal ini 

membuat Struktur Organisasi yang ada di Biro Umum berubah, yakni dari 9 sub 

bagian yang ada sesuai dengan Pergub sebelumnya, tersisa 1 sub bagian yang 

tersisa, yakni subbagian Tata Usaha Pimpinan. Di dalam strukturnya Biro Umum 

ditambah dengan sebuah satuan baru yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, yakni 

para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi 

sesuai jabatan fungsional yang dijabat. 
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Gambar 2. 1 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 

sumber : www.tribunnews.com 
 

2.2  Visi dan Misi Perusahaan 

 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan visi serta misi 

yang sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurut data dari 

website resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

(https://www.sulutprov.go.id), berikut uraian dari visi serta misinya : 

a. Visi 

 Visi dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yakni “ 

Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam 

Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya ”. 

b. Misi 

 Misi dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah : 

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian 

dan sumber daya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, 

serta mendorong sektor industri dan jasa. 

2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian 

dan berdaya saing. 
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3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata 

yang berwawasan lingkungan. 

4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan 

mandiri. 

5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan 

timur. 

7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

 

2.3  Logo Perusahaan 

 Logo yang digunakan oleh Sekretariat Daerah adalah sama dengan logo 

atau lambang dari Provinsi Sulawesi Utara. Menurut data dari situs 

ZonaHobiSaya (2021) Uraian makna logo /lambang tersebut adalah : 

a. Perisai segilima serta 5 buah kelapa yang merepresentasikan lambang 

negara Pancasila. 

b. 23 butir biji jagung yang melingkar di bagian dalam perisai, pohon kelapa 

yang memiliki pelepah sebanyak 9, 6 akar, dan 4 tunas kelapa; yang mana  

menunjukkan/menjadi lambang ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara pada 

23 September 1964. 

c. Di bagian kanan terdapat cengkih berjumlah 17 buah, dan pala 8 buah, 

serta di sebelah kiri terdapat sebanyak 45 butir padi; semuanya itu 



 

14 
 

melambangkan hari kemederkaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 

1945. 

d. Pohon kelapa, buah cengkih, buah pala, padi dan jagung yang 

merepresentasikan tumbuhan-tumbuhan andalan dalam perekonomian 

Provinsi Sulawesi Utara. 

Gambar 2. 2 

Lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

 
Sumber : Data Perusahaan 

 

2.4  Struktur Organisasi Perusahaan  

 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diketuai Sekretaris Daerah, 

yang memiliki tiga asisten, yakni asisten 1 yang mengurusi pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat, asisten 2 yang mengurusi Pembangunan dan 

Perekonomian, Asisten 3 yang mengurusi bidang Administrasi Umum. Dalam 

masing-masing asisten terdapat biro dibawahnya, dimana setiap biro bertugas 

membantu para asisten menjalankan tugasnya. 

 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana 

tertera pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, memiliki Kepala Biro 

sebagai pemimpin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi 
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Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, 

Kepala Bagian Rumah Tangga, dan Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. Berikut ini merupakan bagan  struktur 

organisasi  yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Bagan 2. 1 

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 

 
 

Sumber : Data Perusahaan 

 

  

 Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Biro Umum Sekretariat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 
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Bagan 2.2 

Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 

Sumber : Data Perusahaan 

2.5  Deskripsi Pekerjaan 

 Uraian pekerjaan dari deskripsi pekerjaan yang ada, sesuai Peraturan 

Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu : 

1. Kepala Biro 

Kepala Biro Umum berperan untuk mengepalai seluruh Pegawai yang 

berada dalam Biro Umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Umum, 

yaitu mendukung Asisten Administrasi Umum untuk mempersiapkan pelaksanaan 

kebijakan, melaksanakan pemantauan serta pengevaluasian di bidang rumah 

tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha, juga menjalankan perintah lain 

yang diamanatkan oleh pimpinan.  

2. Kepala Bagian Rumah Tangga 

Kepala Bagian Rumah Tangga bertugas untuk melakukan penyediaan 

bahan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan serta pengevaluasian di 
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bidang urusan rumah tangga Gubernur beserta wakil Gubernur, urusan dalam 

serta menjalankan perintah lain sesuai arahan pimpinan. 

Untuk menjalankan tugasnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, Bagian 

Rumah Tangga mempunyai fungsi : 

1. Memberikan layanan pengadministrasian di lingkungannya. 

2. Menyusun rencana serta laporan kegiatan. 

3. Menkoordinasi, merumuskan kebijakan daerah, serta memantau dan 

mengevaluasi jalannya tugas. 

4. Menyelenggarakan kegiatan perihal rumah tangga Gubernur. 

5. Menyelenggarakan kegiatan perihal rumah tangga wakil Gubernur. 

6. Menyelenggarakan kegiatan perihal urusan dalam. 

7. Membuat rancangan kerja harian serta operasional dari Gubernur 

8. Menyediakan keperluan Rumah Tangga pada Ruang Kerja serta 

Rumah Jabatan Gubernur. 

9. Menyediakan penerimaan tamu Gubernur serta Suami/Istri Gubernur. 

10. Mengelola  ruang kerja dan rumah jabatan Gubernur. 

11. mengelola  inventaris yang terletak pada rumah jabatan Gubernur. 

12. Menyediakan administrasi kegiatan di Rumah Jabatan Gubernur. 

13. Menjalankan pengawasan serta pengevaluasian pengumpulan bahan 

kebutuhan peralatan, akomodasi serta konsumsi dalam rangka 

penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan Gubernur. 

14. Memelihara rumah jabatan Gubernur. 

15. Menyediakan rancangan kerja harian serta operasional Wakil 

Gubernur. 
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16. Menyediakan keperluan untuk Rumah Tangga di Ruang Kerja dan 

Rumah dinas Wakil Gubernur. 

17. Menyediakan penerimaan tamu Gubernur dan Istri/Suami Wakil 

Gubernur. 

18. Menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban ruang 

kerja serta rumah dinas Wakil Gubernur. 

19. Melaksanakan pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaab semua 

inventaris pada rumah dinas Wakil Gubernur. 

20. Menyediakan layanan administrasi kegiatan di Rumah Dinas Wakil 

Gubernur. 

21. Melakukan pengawasan dan pevaluasian pengumpulan bahan 

kebutuhan peralatan, akomodasi serta konsumsi dalam rangka 

penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan Wakil Gubernur. 

22. memelihara rumah dinas Wakil Gubernur. 

23. Menyediakan rancangan kerja harian serta operasional Sekretaris 

Daerah, Asisten Gubernur serta Staf Ahli Gubernur. 

24. Menyediakan keperluan urusan rumah tangga di Ruang Kerja dan 

Rumah Dinas Sekretaris Daerah. 

25. Menyediakan keperluan sarana prasarana kerja Asisten dan Staf Ahli 

Gubernur dan Unit Kerja Non Perangkat Daerah. 

26. Menyediakan penerimaan tamu Sekretaris Daerah beserta Suami/Istri 

Sekretaris Daerah. 
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27. Mengelola serta memeliharakan kebersihan, keindahan dan ketertiban 

ruang kerja serta rumah dinas Sekretaris Daerah juga kantor Unit Kerja 

Non-Perangkat Daerah. 

28. Melakukan pencatatan, pemeliharaan, dan pengelolaan inventaris yang 

ada di rumah dinas Sekretaris Daerah. 

29. mempersiapakam ruangan rapat, tempat pelaksanaan kegiatan, 

konsumsi rapat serta kegiatan di lingkungan Setda. 

30. Menjalankan pengawasan dan pengevaluasian pengumpulan bahan 

kebutuhan peralatan, akomodasi serta konsumsi dalam rangka 

menyelenggarakan rapat, pertemuan serta kegiatan pada Setda. 

31. Memelihara rumah dinas Sekretaris Daerah, dan 

32. Menjalankan fungsi lain yang diamanatkan pimpinan. 

3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset 

Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset bertugas untuk 

mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan 

serta pengevaluasian di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat daerah, 

akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan, serta memelihara 

aset sekretariat daerah, juga menjalankan perintah lain yang diamanatkan 

pimpinan. 

Untuk menjalankan tanggungjawabnya seperti yang telah diuraikan, 

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset berfungsi : 

1. Menyediakan layanan administrasi pada lingkungannya. 

2. Menyusun rancangan serta pelaporan kegiatan. 
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3. Mengkoordinasi, merumuskan kebijakan daerah, melaksanakan 

pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan tugas. 

4. Menyelenggarakan urusan keuangan serta verifikasi sekretariat daerah. 

5. Menyelenggarakan urusan akuntansi serta menatausahakan aset setda. 

6. Penyelenggaraan urusan penggunaan, pengamanan dan memeliharakan 

aset setda. 

7. Menyusun bahan kebijakan pada bidang keuangan serta verifikasi 

Setda. 

8. menyediakan bahan surat perintah membayar (SPM) UP, GU, TU, LS, 

sebelum dibuatkan menjadi surat perintah pencairan dana (SP2D) di 

BPKAD Provinsi. 

9. Meneliti/memeriksa realisasi APBD lingkup Setda. 

10. Membuat bahan perhitungan APBD lingkup Setda. 

11. Membuat dan memverifikasi pertanggungjawaban (SPJ) lingkup 

Setda. 

12. membuat laporan hasil verifikasi serta pembukuan keuangan APBD 

lingkup setda. 

13. berkoordinasi bersama pihak yang bersangkutan perihal laporan aset 

barang milik daerah lingkup Setda dalam kurun waktu 6 bulan kepala 

BPKAD Provinsi. 

14. Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan 

lingkup Setda. 

15. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri 

atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran),  Laporan Operasional (LO), 
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Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas 

Laporan Keuangan ) Lingkup Setda. 

16. Mengumpulkan serta melakukan konsolidasi terhadap Laporan 

Keuangan Setda. 

17. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan. 

18. berkoordinasi bersama pihak yang bersangkutan. 

19. Mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Lingkup Setda. 

20. Menyediakan dokumen pendukung untuk penerimaan gaji dan 

tunjangan pimpinan, staf ahli dan pegawai lingkup Setda setiap bulan. 

21. Menyediakan Dokumen Penunjang untuk pencairan tambahan 

penghasilan pegawai (TPP) lingkup Setda setiap bulan. 

22. Menyusun bahan surat penagihan terhadap pembayaran gaji serta 

tunjangan yang melewati jumlah pembayaran yang seharusnya. 

23. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan. 

24. Menjalankan pengendalian internal yang ada. 

25. Memverifikasi laporan pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan 

keuangan di lingkungan Setda. 

26. Melakukan Verifikasi laporan pertanggungjawaban Uang 

Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang di lingkungan Setda. 

27. Menjalankan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi 

serta pelaporan keuangan di lingkungan Setda. 
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28. Menjalankan kebijakan dalam hal melaksanakan penatausahaan aset di 

lingkungan Setda. 

29. Memberikan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban di 

lingkungan Setda. 

30. Memberikan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan 

Setda. 

31. Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dalam 

melaksanakan penatausahaan aset di lingkungan Setda. 

32. Menghimpunkan rekapan data realisasi anggaran Setda. 

33. Membuatkan laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan 

Setda. 

34. Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Setda. 

35. Menyusun Laporan Operasional (LO) Setda, menyusun Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE) Setda, menyusun Neraca Keuangan Setda, 

menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Setda. 

36. Melaksanakan kebijakan pada bidang penggunaan aset setda dan pada 

bidang pengamanan aset setda serta di bidang pemeliharaan aset Setda. 

37. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan 

kegiatan pemakaian, pengamanan serta pemeliharaan aset Setda. 

38. Menfasilitasi dari pembinaan di bidang penggunaan, pengamanan dan 

pemeliharaan aset Setda. 
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39. Melaksananakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang 

penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Setda, serta 

40. Menjalankan perintah lain yang diamanatkan pimpinan. 

4. Kepala Bagian Tata Usaha  

Kepala Bagian Tata Usaha bertugas untuk melaksanakan persiapan bahan 

untuk melaksanakan kebijakan, melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian di 

bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, mengelola kendaraan dan persuratan dan 

arsip serta menjalankan amanat lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Dalam menjalankan tugasnya seperti telah yang telah diuraikan 

sebelumnya, Bagian Tata Usaha memiliki fungsi : 

1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya. 

2. Menyusun rancangan serta membuat laporan kegiatan. 

3. mengkoordinasi, merumuskan kebijakan daerah, memantau dan 

mengevaluasi jalannya tugas yang ada. 

4. menyelenggarakan urusan tata usaha pimpinan dan staf ahli. 

5. menyelenggarakan urusan pengelolaan kendaraan. 

6. Menyelenggarakan urusan persuratan serta arsip, dan 

7. Menjalankan perintah lain yang diamanatkan pimpinan. 

5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan layanan pengadministrasian kepegawaian. 

2. Memberikan layanan pengadministrasian keuangan yang mencakup 

penganggaran, penatausahaan, dan pengelolaan sistem akuntansi serta 

pelaporan. 
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3. Memberikan layanan administrasi umum yang mencakup 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, 

kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta 

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. 

4. Mengkaji bahan yang digunakan untuk penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan. 

5. menyusun bahan untuk rancangan serta membuatkan dokumentasi 

terhadap peraturan perundang-undangan lingkup biro. 

6. Mengumpulan dan mengolah bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, 

DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro. 

7. Mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro. 

8. Merencanakan pemeliharaan perlengkapan di biro. 

9. Merencanakan pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.  

10. Melakukan program pembinaan bagi pegawai ASN. 

11. Menyediakan bahan untuk pelayanan dan pengaturan dalam 

penggunaan kendaraan dinas. 

12. Menyediakan bahan untuk pengkoordinasian serta melakukan 

penjadwalan pelaksanaan tugas pengemudi. 

13. Menyediakan bahan pengawasan pemakaian kendaraan dinas 

operasional maupun pelayanan pegawai. 

14. Menyediakan bahan pengurusan bukti-bukti kelengkapan kendaraan 

dinas seperti STNK, BPKB, dan KIR kendaraan dinas Setda. 

15. Menyediakan bahan untuk pengaturan penggunaan bahan bakar 

mimyak. 
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16. Menyediakan bahan untuk pemeliharaan serta perawatan kendaraan 

dinas yang dikelola Setda. 

17. Menyediakan bahan untuk penetapan Surat Penetapan Pemegang 

Kendaraan Dinas di lingkungan Setda. 

18. Mengurusi perihal persuratan, naskah dinas serta arsip di lingkungan 

Setda. 

19. Mengklasifikasi surat sesuai ketentuan dan melakukan pencatatan 

terhadap jumlah naskah dinas masuk dan keluar. 

20. Melaksanakan pengumpulan bahan pertimbangan penyusunan 

pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan dan pengurusan naskah 

dinas dinamis dan statis. 

21. Melakukan administrasi persuratan,  naskah dinas dan arsip di 

lingkungan Setda. 

22. Melaksanakan ekspedisi terhadap surat yang keluar, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

23. Mengumpulkan, mendokumentasikan serta merawat duplikasi dari 

surat/naskah dinas keluar. 

24. Melaksanakan penyelenggaraan persiapan/penarikan arsip yang sudah 

habis masa kegunaannya dari satuan kerja yang ada di lingkungan 

Setda. 

25. Menghimpunkan rancangan kebutuhan untuk mengelola arsip tidak 

aktif disertai depo arsip Setda, dan 

26. Menjalankan perintah yang diamanatkan pemimpin. 
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6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan para Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang bertugas untuk menjalankan pelayanan fungsional, yang didasari atas 

kemampuan serta keterampilan tertentu yang mereka miliki. 

 

2.6  Lingkup Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi  

 Utara 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ialah salah satu 

biro yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan bertugas 

membantu Asisten tiga yang menangani Administrasi Umum untuk menyediakan 

pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan serta pengevaluasian bidang 

rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha serta menjalankan 

perintah lainnya sesuai amanat pimpinan. 

Dalam menjalankan tugas seperti yang disebutkan di atas, Biro Umum 

mempunyai fungsi : 

a. Memberikan layanan pengadministrasi di lingkungannya. 

b. menyusun rancangan serta melaporkan kegiatan. 

c. mengkoordinasi, merumuskan kebijakan daerah, melaksanakan 

pemantauan serta mengevaluasi jalannya tugas yang diberikan. 

d. Menyelenggarakan kegiatan perihal rumah tangga. 

e. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan dan aset. 

f. Menyelenggarakan urusan tata usaha, serta 

g. melaksanakan fungsi lain sesuai arahan pimpinan. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Pembahasan Umum 

 Kerja Praktik adalah suatu bagian sebagai prasayarat terhadap seorang 

mahasiswa di Universitas Katolik De La Salle Manado, terutama fakultas 

ekonomi dan bisnis untuk bisa mendapatkan gelar sarjana di program studi yang 

ditempuhnya. Penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik selama kurang lebih 11 

minggu, diawali sejak 16 Februari 2023 dan diakhiri pada 28 April 2023, pada 

salah satu instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Biro Umum, serta ditempatkan di 

bagian Administrasi Keuangan dan Aset, tepatnya di ruang verifikasi dan 

keuangan. 

 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terletak di Jalan 

17 Agustus No.69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi 

Sulawesi Utara. Pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Tenaga Harian Lepas (THL). Aturan 

jam kerja yang diterapkan adalah harus hadir di kantor pada jam 07.45 dan jam 

pulang kantor pada jam 16.00 bagi Tenaga Harian Lepas dan pukul 17.00 untuk 

ASN. Ini berlaku setiap hari Senin-Kamis dan pada saat masuk kantor diawali 

dengan apel pagi. Untuk hari Jumat, hadir di kantor diwajibkan pada jam 07.00 

dengan diawali senam pagi bersama, dan pulang kantor pada pukul 11.30. Untuk 

aturan berpakaian yang ditetapkan kepada PNS dan THL adalah menggunakan 

PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk hari Senin sampai Rabu, pada hari Kamis 
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menggunakan kemeja batik dengan paduan celana kain berwarna hitam untuk pria 

serta rok berwarna hitam untuk wanita, dan untuk hari Jumat menggunakan 

pakaian olahraga yang sopan. Untuk aturan berpakaian penulis selama Kerja 

Praktik adalah menggunakan kemeja putih dengan celana kain hitam pada hari 

Senin sampai Rabu, yang mana di hari Kamis menggunakan batik serta di hari 

Jumat mengenakan pakaian olahraga yang sopan. 

 Terdapat beberapa fasilitas yang diberikan kepada para pegawai untuk 

menunjang pekerjaan masing-masing, seperti pendingin ruangan, air minum yang 

bisa di refill, internet gratis, dan lain sebagainya. 

 Selama melangsungkan Kerja Praktik di Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara, penulis mendapatkan tugas/pekerjaan berupa : 

1.  Menginput rencana anggaran kas biro umum ke dalam sistem. 

Penulis menginput rencana anggaran penggunaan kas tahun 2023 Biro 

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke SIPD. SIPD (Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah) adalah sebuah sistem dari Kementerian 

Dalam Negeri dalam rangka pengembangan sistem informasi 

pembangunan daerah, keuangan daerah serta sistem informasi 

pemerintahan daerah lainnya. 

2. Menginput rencana belanja jasa barang dan modal ke dalam sistem. 

Penulis menginput rencana belanja jasa barang dan modal tahun anggaran 

2023 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke SIPD 

(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). 
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3. Memverifikasi daftar pembayaran tambahan penghasilan ASN. 

Penulis melakukan verifikasi terhadap daftar pembayaran tambahan 

penghasilan Aparatur Sipil Negara pada beberapa biro yang ada di 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

4. Memverifikasi penerimaan gaji THL. 

Penulis melakukan verifikasi penerima gaji THL dengan memeriksa daftar 

nama dan rekening penerima gaji THL. 

5. Mengantar berkas kepada kepala biro. 

Penulis mengantar berkas kepada Kepala Biro Umum, yang mana berkas 

itu akan diperiksa oleh Kepala Biro Umum untuk selanjutnya di proses ke 

bagian yang membutuhkan. 

6. Memverifikasi belanja Makanan dan Minuman Rapat. 

Penulis melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen 

belanja makanan dan minuman rapat yang ada, memeriksa kesesuaian 

nominal dalam rekapan dengan nota pembelian dan kesesuain 

dokumentasi. 

7. Memverifikasi belanja barang dan jasa. 

Penulis melakukan verifikasi barang dan jasa, yakni memeriksa 

kelengkapan dokumen belanja barang dan jasa tersebut, serta memeriksa 

kesesuaian nominal dalam rekapan dengan nota pembelian, serta 

memerika kesesuaian dokumentasi. 
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3.2 Pembahasan Khusus  

 Saat melangsungkan Kerja Praktik selama kurang lebih 11 minggu di 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penulis ditempatkan 

pada Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, di ruangan verifikasi dan 

keuangan. Melalui pengamatan penulis saat melakukan Kerja Praktik, penulis 

tertarik mengenai pembahasan gaji Aparatur Sipil Negara (dalam hal ini ASN 

PNS, belum ada PPPK dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara). Oleh karena itu penulis memilih untuk menjelaskan Prosedur Pembayaran 

Gaji Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

 

3.2.1 Pembahasan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi 

 Menurut Mulyadi (2016:4), sistem merupakan rangkaian prosedur yang 

tersusun dari alur yang teratur sehingga dapat menjalankan suatu kegiatan yang 

ada.  

 berdasarkan Mulyadi (2016:4), prosedur ialah rangkaian kegiatan yang 

membuat banyak orang di suatu bagian yang terlibat, dan dibuat secara berulang-

ulang. 

 Dari kedua penjelasan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa sistem 

adalah suatu rangkaian prosedur dalam mendapatkan tujuan, sebaliknya prosedur 

ialah rangkaian aktivitas/kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. 

 Para laporan ini penulis mengangkat judul “Prosedur Pembayaran Gaji 

Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Gaji 

yang dimaksudkan dalam prosedur ini ialah Gaji Pokok, tunjangan untuk keluarga 
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(suami dan istri serta anak), tunjangan beras, dan tunjangan jabatan. Berikut 

adalah setiap bagian yang tedapat di prosedur tersebut : 

a. Pembuat Daftar Gaji  

Adalah pegawai di bagian Administrasi Keuangan dan Aset yang bertugas 

untuk membuat merekap dan membuat daftar gaji. 

b. Maker 

Adalah pegawai di bagian Administrasi Keuangan dan Aset yang bertugas 

untuk menangani penyediaan SPP serta SPM 

c. Kepala Biro Umum 

Adalah Pejabat pemerintahan yang memimpin Biro Umum. 

d. Verifikator 

Adalah pegawai di bagian Administrasi Keuangan dan Aset yang bertugas 

memverifikasi dokumen keuangan yang ada. 

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

Ialah seorang pegawai di bagian Administrasi Keuangan dan Aset yang 

bertanggung jawab untuk suatu prosedur. 

f. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional di bagian Administrasi 

Keuangan dan Aset yang memiliki tugas mengelola serta 

mempertanggungjawabkan keuangan sesuai pelaksanaan APBD yang ada 

di SKPD masing-masing. 

 Adapun uraian dokumen yang akan terdapat pada prosedur yang dibahas 

ini adalah : 
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1. Surat Kenaikan Gaji Berkala 

Yaitu surat yang berfungsi sebagai bukti bahwa terjadinya kenaikan gaji. 

2. SK Kenaikan Pangkat 

Yaitu surat keputusan untuk kenaikan pangkat dan golongan seorang 

pegawai negeri sipil, yang biasanya diberikan setiap 4 tahun.  

3. Surat Pernyataan Pelantikan 

Yaitu surat yang menyatakan seorang ASN telah dilantik dalam suatu 

jabatan struktural maupun fungsional. 

4. Surat Melaksanakan Tugas 

Yaitu surat yang menunjukkan bahwa seorang ASN telah melaksanakan 

tugas dalam jabatan yang dimilikinya. 

5. Daftar Gaji 

ialah dokumen berisikan daftar semua gaji dan tunjangan para ASN PNS 

yang ada. 

6. Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Adalah surat permohonan permintaan untuk menyediakan dana sesuai 

dengan yang direncanakan atau dianggarkan. 

7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

Surat Permintaan Pembayaran ialah surat yang dikeluarkan petugas atau 

pegawai yang memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan 

pembayaran. 

8. Surat Perintah Membayar (SPM) 

Ialah surat pendukung untuk melaksanakan pencairan dana . 
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9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang berguna dalam 

pelaksanaan pengeluaran/penggunaan anggaran berdasarkan SPM.  

 Berikut ini merupakan alur dari Prosedur Pembayaran Gaji Aparatur Sipil 

Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

1. Setiap tanggal 15 bulan berjalan, Pembuat Daftar Gaji akan membuat 

Daftar Gaji berdasarkan data Gaji ASN di Sistem FMIS. Apabila ada 

seorang ASN yang mendapatkan kenaikan gaji pokok maupun menerima 

tunjangan jabatan (struktural/fungsional), PDG akan menerima dokumen 

pendukungnya seperti Surat Kenaikan Gaji Berkala, SK Kenaikan 

Pangkat, Surat Pernyataan Pelantikan serta Surat Melaksanakan Tugas dan 

diinput ke dalam sistem FMIS, dan setelah diinput ke sistem FMIS berkas 

berkas tersebut akan diarsip dengan sistem tanggal, yakni berdasarkan 

bulan diterimanya berkas tersebut. 

2. Pembuat Daftar Gaji kemudian mengarsip permanen dokumen yang 

dibawa ASN tersebut, dan membawa Daftar Gaji yang telah dibuat ke 

bagian perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk 

direkonsiliasi terhadap data kepegawaian yang dimiliki oleh bagian 

perbendaharaan BKAD. 

3. Selanjutnya Daftar Gaji dikembalikan Pembuat Daftar Gaji, untuk 

kemudian dibuatkan Surat Permintaan Dana (SPD), kemudian dokumen 

daftar gaji diarsip sementara. SPD tersebut dibawa ke Bendahara 

Pengeluaran untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani Bendahara 
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Pengeluaran, SPD dibawa ke Kepala Biro Umum untuk direview dan 

ditandatangani. 

4. Setelah direview dan ditandatangani oleh kepala Biro Umum, SPD 

tersebut dibawa ke bagian anggaran BKAD. 

5. Selanjutnya Maker mengambil Daftar Gaji dari Pembuat Daftar Gaji, 

untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat 

Perintah Membayar), setelah itu dokumen daftar gaji dikembalikan kepada 

Pembuat Daftar Gaji untuk diarsip. 

6. SPP dan SPM kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, yang 

mana Bendahara Pengeluaran akan menandatangani SPP. Setelah 

Bendahara Pengeluaran menandatangani SPP, SPP dan SPM dibawa ke 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian menandatangani SPP dan 

memberi paraf pada SPM yang ada. Setelah itu SPP dan SPM dibawa ke 

verifikator untuk diverifikasi. Apabila terdapat kesalahan, SPP dibawa 

kembali ke PPTK untuk diperbaiki. 

8. Setelah SPP dan SPM terverifikasi, SPP dan SPM dibawa kepada Kepala 

Biro Umum, yang mana Kepala Biro Umum akan mereview dokumen-

dokumen tersebut, dan menandatangani SPM yang ada. 

9. Setelah SPM ditandatangani, SPP dan SPM kemudian dibawa kembali 

kepada Pembuat Daftar Gaji untuk disortir. Setelah selesai disortir, SPP 

dan SPM dibawa ke BKAD untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan 

Dana, yang mana setelah dibuat maka akan diserahkan kepada Bank Sulut, 
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sehingga bisa diproses pembayaran gaji ASN, setelah selesai diproses gaji 

akan dikirimkan ke rekening masing-masing ASN pada setiap tanggal 1. 

10. Prosedur Selesai. 

 

 Berikut adalah bagan alir Prosedur Pembayaran Gaji Aparatur Sipil 

Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
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Bagan 3. 1 

Prosedur Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
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 Berikut adalah penjelasan dari setiap simbol yang terdapat pada bagan 

alir prosedur tersebut.  

Tabel 3. 1 

Simbol-Simbol dalam Bagan Alir 

Simbol Keterangan 

 

 

 

 

 

Dokumen 

Simbol yang menyatakan dokumen 

 

 

 

 

 

Berbagai Dokumen 

Simbol yang menunjukkan terdapat 

beberapa dokumen pada prosedur 

 

Penghubung 

Simbol yang digunakan sebagai 

penghubung antar halaman suat 

prosedur  

 

Kegiatan manual 

Simbol yang menunjukkan proses 

secara manual.  

 

Terminal  

Simbol yang menunjukkan awal atau 

akhir suatu prosedur 

 

Garis Alir 

Simbol yang menunjukkan alur proses 

prosedur  

 

Keputusan  

Simbol yang menandakan suatu 

pengambilan keputusan. 
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 Keterangan  

Simbol untuk menambahkan sebuah 

penjelasan atas suatu proses  

 On-Line Computer Process 

Simbol yang menandakan penggunaan 

komputer untuk mengolah data 

 Keying 

Simbol yang menandakan proses 

penginputan ke komputer 

 Arsip Permanen 

Simbol ini menggambarkan bahwa 

dokumen sudah diarsip dan tidak akan 

digunakan lagi. 

 Arsip Sementara 

Simbol digunakan untuk menandakan 

bahwa dokumen diarsip sementara, 

namun dapat digunakan lagi di proses 

yang akan datang 

Sumber :Mulyadi (2016:47-49)  

 

3.2.2 Pembahasan Implementasi Mata Kuliah Semester 7 

 Penulis akan menjabarkan penjelasan terhadap implementasi dari 4 mata 

kuliah yang telah ditempuh pada saat semester 7 perkuliahan, yakni Sistem 

Pengendalian Manajemen, Manajemen Strategis, Kepemimpinan dan Komunikasi 

Bisnis. 

1. Sistem Pengendalian Manajemen 

Berdasarkan Mulyadi (2016:130), sistem pengendalian internal terdiri atas 

4 unsur yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, yakni : 

 

 



 

39 
 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional. 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 

struktur organisasi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang jelas di setiap strukturnya, sesuai dengan yang diatur 

dalam Peraturan Gubernur yang berlaku, yang telah dijelaskan di bab 

II Laporan Kerja Praktik ini. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan. 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 

struktur organisasi yang diatur oleh Peraturan Gubernur yang berlaku, 

sehingga sistem kewenangan / sistem otorisasinya serta prosedur 

pencatatan yang ada dalam Biro Umum ini menjadi lebih baik dan 

jelas. Setiap prosedur yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara ini hanya akan dilaksanakan apabila pejabat 

atau pegawai yang berwenang dalam prosedur tersebut memberikan 

otorisasi untuk dilaksanakan. 

c. Praktik yang sehat. 

Pegawai yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing dengan bertanggungjawab, sehingga terjadi 

praktik yang sehat dalam lingkungan kerja yang ada, ditambah dengan 

kepala biro, kepala bagian maupun kepala sub bagian yang melakukan 

pengawasan sehingga pekerjaan pegawai berjalan sebagaimana 

mestinya. 
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d. Karyawan yang mempunyai mutu sesuai tanggung jawab. 

Setiap pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara berlatar pendidikan yang memenui kualifikasi pekerjaan mereka, 

sehingga menjamin mutu pegawai ketika melaksanakan tanggung 

jawab yang pegawai tersebut miliki. 

2. Manajemen Strategis 

Manajemen strategis pada intinya adalah tentang bagaimana memperoleh 

dan mempertahankan keunggulan kompetitif, yang dapat diartikan bahwa 

perusahaan mempunyai kelebihan daripada perusahaan lainnya (David 

2011:11). Berdasarkan pengamatan penulis, Biro Umum Sekretariat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara memilki pegawai-pegawai yang 

melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang digunakan dalam 

prosedur-prosedur yang ada dengan penuh integritas, sehingga ketika ada 

berkas yang tidak lengkap atau tidak jelas, berkas tersebut akan 

dikembalikan untuk diperbaiki sebelum prosedurnya dilanjutkan. 

3. Kepemimpinan 

Menurut Maxwell (2001), seorang pemimpin mempunyai 21 ciri kualitas 

yang dimiliki untuk bisa disebut sebagai pemimpin yang sejati. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, para pimpinan yang ada dalam 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 

beberapa ciri kualitas kepemimpinan sejati yang ada pada mereka. 

Contohnya disiplin diri, dimana para pimpinan  selalu mendisiplinkan diri 

sendiri, seperti datang tepat waktu saat bekerja. Para pimpinan yang ada 

juga memiliki ciri bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya 



 

41 
 

dengan baik, juga memiliki ciri kompeten, dimana para pimpinan 

berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta para 

pimpinan berhasil menjaga hubungan dengan para pegawai dengan baik. 

4. Komunikasi Bisnis 

Berdasarkan Guffey et al (2006) komunikasi ialah proses terkirimnya 

informasi dari seorang individu kepada individu/kelompok yang lain. 

Berdasarkan pengamatan penulis, komunikasi dalam Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah terlaksana secara 

beretika serta sopan, contohnya ketika sedang melaksanakan rapat 

evaluasi, para pimpinan dan pegawai secara bergantian berkomunikasi 

dengan baik dan sopan. Kemampuan Public Speaking dari pegawai dan 

pimpinan yang ada juga baik, terlihat dari kemampuan mereka dalam 

menyampaikan pesan mereka dalam rapat dengan baik dan jelas.  

 

3.3 Analisa  

 Penulis akan menjabarkan hasil analisa penulis, yang tersusun dari 

analisa umum serta analisa khusus, terhadap pembahasan-pembahasan yang sudah 

penulis uraikan. 

 

3.3.1 Analisa Umum 

 Kerja Praktik menjadi persyaratan agar seorang mahasiswa dari 

Universitas Katolik De La Salle Manado bisa lulus serta menyelesaikan 

pendidikan pada disiplin ilmu yang ditempuhnya. Penulis melakukan kegiatan 

Kerja Praktik pada Biro Umum Sekrertariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 
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dimana penulis ditempatkan pada ruangan verifikasi dan keuangan, selama kurang 

lebih 11 minggu, diawali pada tanggal 16 Februari 2023 higga 28 April 2023.  

 Untuk kondisi kantor sangat baik dan nyaman untuk melakukan 

pekerjaan setiap hari. Pegawai yang ada di dalam kantor sangatlah ramah dan baik 

kepada satu sama lain, sehingga kondisi kantor saat melakukan pekerjaan 

sangatlah  kondusif. Kebersihan ruang kantor sangat terjaga dikarenakan petugas 

kebersihan yang hampir tiap saat standby untuk melakukan tugasnya, serta adanya 

kesadaran yang tinggi dari seluruh pegawai dalam satu ruangan untuk menjaga 

kebersihan ruangan kantor. Jam kerja yang diterapkan juga dinilai sudah cukup 

untuk digunakan menyelesaikan pekerjaan masing-masing, walaupun terkadang 

ada juga yang lembur diakibatkan tugas yang diberikan butuh waktu yang lebih 

untuk dikerjakan. Fasilitas kantor yang diberikan juga sangat baik untuk 

menunjang pekerjaan para pegawainya, seperi adanya pendingin ruangan, air 

minum yang bisa di refill, jaringan internet gratis, dan lain sebagainya. 

 

3.3.2 Analisa Khusus 

 Penulis menjabarkan pembahasan/analisa khusus terhadap sistem 

informasi akuntansi maupun prosedur yang ada dalam laporan ini, yakni Prosedur 

Pembayaran Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara. 

3.3.2.1 Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi 

 Pada prosedur pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini, terdapat  sistem berbasis web yang digunakan 

yakni FMIS atau disingkat Financial Management Information System. Sistem 
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FMIS merupakan pengembangan dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang 

digunakan sebelumnya, yakni SIMDA.  

 FMIS memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan data dan laporan, 

dimana sistem yang ada dalam FMIS telah dirancang dan dibuat sedemikian rupa 

sehingga memudahkan penggunanya dalam menggunakan sistem FMIS ini dalam 

hal pengelolaan daerah. Sedangkan untuk kekurangan dari FMIS ini sendiri 

seringkali diakibatkan oleh kendala koneksi internet yang lamban atau tidak 

stabil, dan seringkali terjadi perbedaan data secara realtime dikarenakan gangguan 

pada sistemnya sendiri, hal ini terjadi karena sistem FMIS itu sendiri maaih 

tergolong baru dalam penerapannya, sehingga masih ada kendala-kendala kecil 

dalam sistem, tetapi tentu saja masih bisa diatasi dan dikembangkan untuk 

memudahkan perihal pengelolaan keuangan daerah setempat. 

 Terdapat beberapa prosedur di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, yang berfungsi untuk menjalankan tugas maupun tanggung jawab 

yang ada, salah satunya adalah prosedur pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara. 

Prosedur ini adalah prosedur yang cukup penting karena akan dilaksanakan pada 

setiap bulannya untuk membayarkan gaji para ASN PNS yang ada, sehingga 

dalam prosedur ini menggunakan sistem FMIS untuk mempermudah prosedur 

yang ada, seperti contoh dalam penginputan dan pengambilan data gaji pegawai 

dalam prosedur ini, sehingga mempercepat dan mempermudah pelaksanaan 

prosedur pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara ini. Prosedur pembayaran gaji 

Aparatur Sipil Negara ini sendiri telah berjalan dengan baik, kekurangan mungkin 

hanya apabila terjadi gangguan pada sistem, maka jalannya prosedur akan sedikit 

tertunda sampai masalah sistem tersebut terselesaikan 
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3.3.2.2 Analisis Implementasi Empat Mata Kuliah Semester 7 

 Penulis akan menjabarkan tentang analisis khusus terkait dengan 

implementasi empat mata kuliah di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara. 

1. Analisis Sistem Pengendalian Manajemen 

Penerapan dari keempat unsur pokok sistem pengendalian internal yang 

ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, 

dimana Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

mempunyai struktur organisasi dan uraian tugas serta fungsi yang baik dan 

jelas, seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur yang ada. 

Sistem kewenangan dan prosedur pencatatan yang dilaksanakan di Biro 

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu terlaksana 

secara baik, dimana terdapat prosedur pencatatan yang jelas dan baik 

sehingga melindungi catatan tersebut dari resiko yang tidak diinginkan, 

serta para pimpinan yang berwenang dalam suatu prosedur memiliki 

otorisasinya dalam memutuskan apakah prosedur akan dilanjutkan atau 

tidak, sehingga unsur sistem kewenangan serta pencatatan yang ada dinilai 

telah berlangsung secara baik. 

Praktik secara sehat saat melaksanakan pekerjaan terlihat pelaksanaanya 

oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dimana 

setiap pegawainya melakukan pekerjaan masing-masing dengan penuh 

tanggung jawab sehingga tercipta praktik kerja yang sehat, ditambah 

dengan pimpinan yang melakukan pengawasannya untuk memastikan 
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bahwa terjadi pelaksanaan praktik kerja yang sehat saat para pegawai 

melaksanakan pekerjaannya masing-masing. 

Mutu dan kualitas yang unggul dari para pegawai dan pimpinan pada Biro 

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga dinilai sudah baik, 

dimana ini terlihat pada dari latar belakang pendidikan para pegawai yang 

sudah sesuai dengan pekerjaan, ditambah proses rekrutmen yang cukup 

ketat menghasilkan pegawai  dengan mutu dan kualitas yang unggul. 

2. Analisis Manajemen Strategis 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mempunyai 

manajemen strategis dengan baik, dimana Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara memiliki pegawai-pegawai yang bertugas 

menangani verifikasi berkas sebuah prosedur yang berintegritas, sehingga 

prosedur yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan aman tanpa takut 

terjadinya penyalahgunaan terhadap prosedur yang ada. 

3. Analisis kepemimpinan 

Para pimpinan yang ada dalam Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara telah menjalankan kepemimpinannya dengan baik, dimana 

para pimpinan yang ada memiliki beberapa ciri dari kualitas 

kepemimpinan sejati, seperti disiplin diri dalam bekerja, bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas, memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan tugas, serta mampu menjaga hubungan dengan pegawai 

dengan baik. 
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4. Analisis komunikasi bisnis 

Komunikasi yang terjadi dalam Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara berlangsung dengan kondusif, contoh dari komunikasi 

yang baik ini bisa dilihat ketika pelaksanaan rapat evaluasi yang 

dilakukan, dimana para pimpinan dan pegawai berkomunikasi dengan 

etika yang baik, sopan dan santun antara satu dengan yang lainnya, juga 

para pegawai dan pimpinan telah memiliki kemampuan Public Speaking 

yang baik, sehingga bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan 

dengan baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Penulis menyatakan beberapa simpulan berupa  : 

1. Aktivitas kerja di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

telah berlangsung dengan tertib, dikarenakan terdapat aturan-aturan yang 

diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Kebersihan dan fasilitas yang 

disediakan kantor sudah  memadai, sehingga  menunjang para pegawai 

dan pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Pelaksanaan prosedur pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara yang 

dilangsungkan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah mampu 

dilaksanakan secara baik. Untuk sistem akuntansi yang digunakan dalam 

prosedur ini juga sudah baik, yang mana menggunakan FMIS (Financial 

Management Information System), walaupun masih terdapat kendala 

dalam sistem. 

3. Pelaksanaan sistem pengendalian manajemen telah berlangsung kondusif, 

dimana Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu 

melaksanakan unsur sistem pengendalian internal yang ada dengan baik 

4. Implementasi manajemen strategis Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara dinilai baik, dimana mereka mempunyai para 

verifikator yang berintegritas, yang memerika dokumen dengan penuh 

tanggung jawab dan integritas. 
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5. Para pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

mempunyai ciri kualitas kepemimpinan sejati, seperti contoh disiplin diri, 

bertanggung jawab, berkompeten, serta menjaga hubungan baik dengan 

pegawai. 

6. Pegawai dan pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara berkomunikasi secara beretika pun sopan, serta memiliki 

kemampuan Public Speaking yang baik.   

 

4.2 Saran 

 Penulis memberikan saran berupa : 

1. Kiranya semua pegawai dan pimpinan dapat mempertahankan ketaatan 

dan ketertiban terhadap aturan yang ada dalam melaksanakan aktivitas 

kantor, menjaga kebersihan yang ada, dan kiranya fasilitas yang telah ada 

juga dijaga dan bahkan bisa ditingkatkan lagi apabila memungkinkan. 

2. Kiranya pelaksanaan prosedur pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara 

pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dipertahankan 

dengan baik, bahkan kalau memungkinkan bisa ditingkatkan menjadi lebih 

baik lagi, dan untuk sistem akuntansi kiranya dapat dapat dikembangkan 

dan ditingkatkan lagi sehingga tidak ada kendala di sistem pada masa yang 

akan datang. 

3. Kiranya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

mempertahankan pelaksanaan unsur pengendalian internal secara baik. 

4. Kiranya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

mempertahankan manajemen strategis mereka. 
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5. Kiranya setiap pemimpin di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara mempertahankan ciri kualitas kepemimpinan sejati yang 

telah mereka miliki dan bahkan kalau memungkinkan menambah ciri 

kepemimpinan sejati yang lain dalam diri mereka. 

6.  Kiranya pegawai dan pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara menjaga jalannya komunikasi mereka. 
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Lampiran 1: Request of Internship 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Lampiran 2 :Surat diterima Kerja Praktik 
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Lampiran 3: Surat selesai Kerja Praktik 
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Lampiran 4 : Lembar Evaluasi Kerja Praktik 
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Lampiran 5 : Daily Activities Report 
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Lampiran 6 : Daftar Bimbingan Kerja Praktik  
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Lampiran 7 : Surat Penyediaan Dana 
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Lampiran 8 : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
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Lampiran 9: Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 10 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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Lampiran 11 : FMIS (Financial Management Information System) 
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Lampiran 12 : Aktivitas di tempat Kerja Praktik 

 

 

 

 


